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RINGKASAN 
  

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan merupakan 

representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara untuk 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan semangat 

kedaulatan negara sehingga terwujud kawasan perbatasan negara sebagai beranda 

depan dan penghubung internasional. Indonesia memiliki hubungan batas darat 

secara langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. 

Dalam pengelolaan batas negara wilayah darat terdapat berbagai isu strategis yang 

menjadi perhatian sekaligus tantangan kedepan. 

Beberapa kondisi yang dihadapi dan menjadi isu strategis pada aspek 

pengelolaan Batas Wilayah Negara antara lain belum selesainya penetapan dan 

penegasan Batas Wilayah Negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen, 

belum maksimalnya pengawasan dan pemeliharaan tanda batas negara, keadaan 

dan strategi politik negara tetangga untuk menyelesaikan perundingan, dan masih 

adanya potensi kerentangan dan kebutuhan penguatan wawasan kebangsaan dan 

nasionalisme pada masyarakat perbatasan.  

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana induk, rencana aksi, 

pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, 

pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan 

pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat.  

Untuk Peningkatan peran masyarakat perbatasan dalam menjaga kedaulatan 

dan pengamanan batas wilayah negara secara maksimal menjadi unggulan dari 

proyek perubahan ini, maka keasdepan pengelolaan batas negara wilayah darat dapat 

melakukan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam 

menjaga pertahanan keamanan melalui penjagaan pilar batas negara.  
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PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan 

hidayah Allah SWT, laporan pelaksanaan proyek perubahan yang berjudul 

“Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam Menjaga 

Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara” dapat diselesaikan 

sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir peserta Pendidikan Kepemimpinan 

Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022. Proyek perubahan ini 

dirancang sebagai ajang latihan dan implementasi teori-teori yang disampaikan 

selama pembelajaran. Diharapkan dari pelaksanaan proyek perubahan ini, 

didapatkan hasil yang berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan organisasi, 

khususnya pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP RI). 

Kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Robert 

Simbolon, MPA – Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional 

Pengelolaan Perbatasan Negara (BNPP) RI - selaku mentor dan Bapak Drs. 

Machmudan Sadik, M.Si selaku coach dari proyek perubahan ini. Kami sampaikan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Widyaiswara atas arahan, 

pendampingan dan dukungannya, dan para Fasilitator atas masukannya dan 

kerjasamanya, para rekan-rekan peserta PKN II Angkatan XXVIII 2022 atas 

kekompakannya.  

Kami berharap bahwa proyek perubahan yang dilakukan ini dapat membawa 

perubahan organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ke arah yang 

lebih baik dan terus berdaya saing secara nasional dan global. 

 

Jakarta,       Desember 2022 

 

 

 

Drs. Ismawan Harijono, M.Si 
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BAB I 

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) merupakan badan 

koordinasi pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan yang 

beranggota 27 K/L dan 15 Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan negara. 

BNPP dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 44 Tahun 2017. BNPP mempunyai tugas:  

1. Metetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan  

2. Menetapkan rencana anggaran 

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan 

4. Melaksanakan evalusi dan pengawasan  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 Pasal 

1 angka 5 jo dan Pasal 10, pada tingkat daerah juga terdapat BPPD yakni 

perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang 

mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, 

menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan 

melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah 

negara dan Kawasan perbatasan. Dalam hal penetapan dan penegasan batas 

wilayah negara dan pengelolaan lintas batas, terdapat lembaga diplomasi lintas 

batas yang umumnya merupakan lembaga ad hoc.  Demi tercapainya iklim tata 

kelola perbatasan, diperlukan satu kesekretariatan yang kuat. Settap BNPP diberi 

amanah selaku koordinator pengelola perbatasan dan akan menjadi jembatan 

bagi kementerian/lembaga dalam memberikan saran tata Kelola perbatasan yang 

akan di akomodasi dalam Renduk Pengelolaan BWN-KP 2020-2024. 

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Kepala BNPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNPP menyatakan bahwa Settap BNPP 

terdiri atas: 

1. Sekretariat BNPP; 

2. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara; 
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3. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan; dan 

4. Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Organisasi BNPP 

 

Sekretaris BNPP mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPP. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Sekretaris BNPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

KEPALA BNPP  

Menteri Dalam Negeri 

Sekretariat Tetap BNPP 

Anggota 

1. 27 Kementrian / 

Lembaga 

2. Provinsi di 

Kawasan 

Perbatasan 

Negara 

• Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan 

• Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian 

• Wakil Ketua Pengerah II: Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

• Wakil Ketua Pengarah III: Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi  

STRUKTUR ORGANISASI BNPP 

SEKRETARIS 

BNPP 

Deputi Bidang 

Pengelolaan Batas 

Wilayah Negara 

Deputi Bidang 

Pengelolaan 

Potensi Kawasan 

Perbatasan  

Deputi Bidang 

Pengelolaan 

Infrastuktur 

Kawasan 

Perbatasan 
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1. Fasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana 

aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan Kawasan 

perbatasan; 

2. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 

pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan 

perbatasan; 

3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, 

pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan 

batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan; 

4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, 

hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BNPP; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BNPP. 

Sekretariat tetap BNPP dalam melaksanakan tugas di bantu oleh 3 (tiga) Deputi 

setingkat yaitu: 

1. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara 

2. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi  Kawasan Perbatasan 

3. Deputi Pengelolaan Infrstruktur Kawasan Perbatasan 

Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada dasarnya dilakukan untuk 

mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai wilayah yang aman dan tertib dari 

aspek kedaulatan negara serta keamanan kawasan. Untuk mewujudkan hal 

tersebut dilakukan upaya melalui kebijakan serta strategi pelaksanaan berdasarkan 

bidang sebagai berikut: 

1. Bidang Penetapan Batas Wilayah Negara 

a. Subbidang Batas Wilayah Darat 

Kebijakan Subbidang Batas Wilayah Darat diarahkan pada penyelesaian 

batas negara wilayah darat Indonesia-Malaysia, Indonesia-Timor Leste dan 

permasalahannya, serta mengoptimalkan penegasan batas Indonesia-Papua 

Nugini. 

Upaya penetapan dan penegasan batas negara wilayah darat dilakukan 

melalui perundingan segmen batas negara, serta melaksanakan demarkasi 

dengan menggunakan tanda batas negara seperti patok/pilar batas negara 
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yang didukung oleh teknologi informasi geospasial. Strategi pelaksanaannya 

adalah:  

1) Mengoptimalkan Penyelesaian dan Penegasan Batas Negara Wilayah 

Darat 

a) Batas Wilayah Darat Indonesia-Malaysia 

Penyelesaian batas wilayah darat Indonesia-Malaysia masih 

menyisakan 7 (tujuh) Outstanding Boundary Problems (OBP). Untuk 

Sektor Timur terdapat 3 (tiga) OBP yaitu: (1) Segmen OBP Pulau 

Sebatik, di lokasi Kecamatan Sebatik Barat, Sebatik Tengah, dan 

Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan; (2) Segmen OBP Sungai Sinapad 

di lokasi Kecamatan Lumbis Hulu, Desa Kabungalor, Desa Tatagas, dan 

Desa Limpagas, Kabupaten Nunukan; (3) Segmen OBP B2700-B3100 

di lokasi Desa Kabungalor, Desa Tatagas, dan Desa Limpagas, pada 

Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan. Tahapan untuk 

melakukan survei bersama ketiga OBP dimaksud telah disepakati kedua 

negara pada Persidangan Joint Indonesia-Malaysia (JIM) tanggal 21 

November 2019 di Kuala Lumpur. 

Selanjutnya Sektor Barat terdapat 4 (empat) OBP yaitu: (1) Segmen 

OBP Sungai Buan/Gunung Jagoi di Kecamatan Seluas, Kabupaten 

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (2) Segmen OBP Gunung Raya 

di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi 

Kalimantan Barat; (3) Segmen OBP Batu Aum di Kecamatan Siding, 

Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; (4) Segmen OBP 

Titik D400 di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, 

Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan batas Republik Indonesia-

Malaysia oleh kedua negara dilakukan antara lain melalui JIM yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

b) Batas Wilayah Darat Indonesia-Timor Leste 

Terdapat 1 (satu) segmen batas darat yang belum selesai tersurvei 

(Unsurveyed Segment) yaitu batas antara Indonesia dengan Timor 

Leste pada Segmen Subina-Oben. Pelaksanaan survei direncanakan 

mulai tahun 2022 pada 4 (empat) lokasi: (1) Segmen Subina di 

Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur; (2) Segmen Pistana di Kecamatan Bikomi 
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Tengah dan Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur; (3) Segmen Haumeniana-Nifonunpo di 

Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur; (4) Segmen Tubu-Nilulat di Kecamatan Bikomi 

Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Selain itu terdapat 2 (dua) Unresolved Segment                          

Indonesia-Timor Leste, yaitu Segmen Noel Besi-Citrana yang 

direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2022, dan Segmen Manusasi-

Bijael Sunan yang direncanakan tindak lanjutnya pada tahun 2023. 

Pengelolaan batas Indonesia-Timor Leste oleh kedua negara dilakukan 

antara lain melalui: (1) Senior Officer Consultation (SOC) Indonesia-

Timor Leste yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan 

(2) Joint Border Committee (JBC) Indonesia-Timor Leste yang 

dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

c) Batas Wilayah Darat Indonesia-Papua Nugini. 

Penegasan batas wilayah Indonesia-Papua Nugini masih perlu 

dilakukan dengan perapatan pilar dalam rangka meningkatkan 

demarkasi. Pengelolaan batas Indonesia-Papua Nugini oleh kedua 

negara dilakukan antara lain melalui: (1) JBC Indonesia-Papua Nugini 

dan Sub Komite Teknis Survei Penegasan dan Penetapan Batas 

Indonesia-Papua Nugini, dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri;  

(2) Joint Sub Comittee On Security Matters (JSC-SM) Indonesia-Papua 

Nugini dikoordinasikan Tentara Nasional Indonesia. 

2) Identifikasi, Perbaikan, dan Pemeliharaan Patok/Pilar Batas Negara 

Patok/pilar batas merupakan objek batas negara penting yang 

memerlukan pemeliharaan melalui investigation, refixation, dan 

maintenance. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan, disiapkan 

mekanisme dan sumber daya, seperti dasar hukum dan kebijakan 

pemeliharaan patok, sumber daya manusia untuk berpatroli, sarana dan 

prasarana akses menuju patok, dan dukungan teknologi. Selain itu basis 

data mengenai batas negara secara keruangan (spasial) dalam peta harus 

disiapkan untuk mempermudah dalam memelihara batas negara. 
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3) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengamanan Perbatasan 

Partisipasi masyarakat dalam pengamanan perbatasan sesuai Pasal 19 

UU Wilayah Negara dilakukan melalui fasilitasi pemberdayaan masyarakat 

desa terdepan di perbatasan negara sebagai bagian dari sistem 

pertahanan dan keamanan. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan 

Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

peran serta dan sinergitas antara tokoh masyarakat, pemerintah desa, 

pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan pemerintah pusat dalam pertahanan dan 

keamanan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pemberian pemahaman 

berupa kebijakan pengelolaan Batas Wilayah Negara, kewenangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas negara 

wilayah darat, pengamanan terpadu, peran pemerintahan desa dan 

kelembagaan desa dalam mendukung keamanan dan ketertiban wilayah, 

menjaga dan memelihara patok/pilar batas negara, kunjungan lapangan, 

dan Rencana Kerja Tindak Lanjut. 

4) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Geospasial untuk 

Pengamanan Patok Batas Negara  

Pemeliharaan dan pengamanan patok batas negara di perbatasan darat 

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi geospasial. Beberapa 

pemanfaatan teknologi yang akan digunakan antara lain: Satelit 

Penginderaan Jauh, Unmanned Aerial Vehicles and Unmanned Aircraft 

Systems, dan Tapal Batas Reference. 

2. Bidang Pertahanan Wilayah Negara 

a. Subbidang Pertahanan Wilayah Darat 

Kebijakan pengelolaan pertahanan di perbatasan wilayah darat diarahkan 

pada peningkatan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta sesuai 

Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang 

didukung dengan teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem 

pertahanan di Batas Wilayah Negara dari berbagai ancaman dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan perkembangan 

teknologi di bidang pertahanan. Strategi pelaksanaannya adalah: 
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1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sistem Pertahanan Berbasis 

Teknologi di Kawasan Perbatasan  

Peningkatan sistem pertahanan dilakukan melalui pengembangan 

sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan 

pertahanan nasional. Termasuk di dalamnya adalah mengembangkan 

peranti keras dan peranti lunak yang akan menghasilkan informasi 

geospasial guna mendukung fungsi pengawasan, pemantauan, 

pengamanan, dan pelaporan terhadap kondisi dan posisi patok/pilar batas 

negara, yang diharapkan ke depannya dapat memberikan informasi berupa 

data secara waktu nyata (real time data). 

2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertahanan 

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam menjaga 

stabilitas keamanan negara, termasuk di wilayah perbatasan. Peningkatan 

sumber daya manusia pertahanan untuk menghadapi berbagai ancaman 

di wilayah perbatasan dilakukan melalui penyiapan kapasitas sumber daya 

manusia yang handal dalam pembuatan kebijakan pertahanan serta 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, penguasaan teknologi, 

dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang pertahanan untuk menjaga 

perbatasan negara.  

3. Bidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah 

a. Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat 

Kebijakan Subbidang Keamanan dan Ketertiban Wilayah Darat 

diarahkan pada upaya peningkatan ketertiban masyarakat dan pengurangan 

potensi aktivitas kriminal lintas negara. Skema pertahanan dan keamanan 

dipertegas dengan membedakan antara aktivitas yang mengancam 

kedaulatan wilayah negara dan aktivitas yang bersifat kriminal murni yang 

terdapat aspek kemanusiaan di dalamnya. Keamanan dan ketertiban wilayah 

darat dilakukan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dan 

pengurangan potensi aktivitas kriminal lintas negara. Strategi 

pelaksanaannya adalah: 

1) meningkatkan kewaspadaan dan menegakkan hukum terhadap aktivitas 

ilegal di Kawasan Perbatasan darat; 

2) meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi penanggulangan 

terorisme dan paham radikal pada masyarakat di perbatasan;  
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3) meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap transformasi sosial, 

ekonomi serta teknologi virtual yang dipengaruhi negara lain.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, hal-hal yang 

menjadi pertimbangan perlunya adanya proyek perubahan ini pada Asisten Deputi 

Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Urgensi 

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah 

Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta 

pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan 

Batas Wilayah Negara; 

b. Koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, 

pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara; 

c. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan Batas 

Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan  

d. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara. 

1) Kondisi Saat Ini 

a) Minimnya jumlah personil pamtas yang bertugas sehingga dibutuhkan 

peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan tanda batas 

wilayah negara 

b) Minimnya pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman masyarakat desa 

terdepan perbatasan negara terkait pengamanan dan pemeliharaan tanda 

batas wilayah negara 

c) Belum adanya regulasi terkait pemberdayaan masyarakat desa terdepan 

perbatasan negara terkait pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban 

di desa yang berada di garis terdepan negara 

 

2) Kondisi yang Diharapkan 

a) Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara pilar dan tanda 

batas negara wilayah darat. 



9 
 

b) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan 

tentang pentingnya pengamanan dan pemeliharaan tanda batas wilayah 

negara. 

c) Tersusunnya Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara Dalam Menjaga 

dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara. 

2. Penelitian Kepustakaan  

Berdasarkan konsepsi hukum internasional, cakupan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah seluruh wilayah yang diwarisi dari 

penjajah Belanda, sesuai dengan prinsip hukum Uti Possidetis Juris, yang artinya 

bahwa suatu negara mewarisi wilayah penguasa penjajahnya. Batas wilayah 

Negara Indonesia dengan negara tetangga tersebar di 10 kawasan, baik di darat 

maupun di laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di 3 (tiga) kawasan, yaitu : 

(1) Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan 

Perbatasan Darat RI-PNG di Papua, dan (3) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor 

Leste di Nusa Tenggara Timur.  

Pengelolaan Batas negara dan Kawasan perbatasan mempunyai dua 

dimensi, yaitu dimensi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 

Berdasarkan UU Wilayah Negara, yang dimaksud dengan Batas Wilayah Negara 

adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang 

didasarkan atas hukum internasional, sedangkan Kawasan Perbatasan adalah 

bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah 

Indonesia dengan negara lain. Dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, 

Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Sebagai negara kepulauan dengan 

wilayah besar, Indonesia pun memiliki beberapa negara tetangga, baik yang 

berbatasan darat maupun berbatasan laut. Secara wilayah, Indonesia berbatasan 

darat dengan 3 negara dan berbatasan laut dengan 10 negara. Di wilayah darat, 

Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. 

Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, 

Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.  
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Gambar 2. Peta Perbatasan RI 

 Isu-isu strategis yang mendasari berbagai permasalahan tersebut dapat 

terbagi menjadi 4 (empat) dimensi, meliputi (1) Dimensi Kelembagaan, (2) Dimensi 

pengelolaan Batas Wilayah Negara, (3) Dimensi Pengelolaan Lintas Batas, dan (4) 

Dimensi Pembangunan Kawasan Perbatasan. Terkait aspek penetapan dan 

penegasan batas negara, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama 

adalah proses penyelesaian dan penyepakatan batas dengan negara tetangga 

yang belum selesai, yaitu;  

a. Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;  

b. Belum optimalnya aspek pengawasan terhadap tanda batas; 

c. Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya 

penetapan dan penegasan batas negara; 

d. Belum optimalnya upaya  pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan 

keamanan dan penegakan hukum di batas wilayah negara; 

e. Maraknya kegiatan ilegal di kawasan perbatasan akibat lemahnya pengawasan 

pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat;  

f. Belum optimalnya upaya pengawasan di kawasan perbatasan akibat 

rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi pengawasan pertahanan 

keamanan dan penegakan hukum, serta belum terkoordinasinya sistem 

pengamanan perbatasan terpadu antara stakeholder terkait. 

3. Alur Pikir 

Rancangan proyek perubahan ini disusun terstruktur berdasarkan alur pikir 

penulis yang tergambar dalam gambar di bawah ini 

Peta Perbatasan RI 
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Gambar 3. Alur Pikir 

B. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN 

1. Tujuan 

Untuk meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat perbatasan 

dalam menjaga kadaulatan dan pengamanan batas wilayah negara secara 

maksimal menjadi unggulan dari proyek perubahan ini, maka keasdepan 

pengelolaan batas negara wilayah darat harus memiliki tujuan yang sesuai 

dengan arah dan orientasi organisasi adaptif yang sudah ditetapkan, yaitu: 

a. Jangka Pendek (60 hari) 

1) Melaksanakan dukungan kesekretariatan kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Terdepan dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda 

Batas Negara; 

2) Menyusun rencana aksi program pemberdayaan masyarakat desa terdepan 

perbatasan negara; 

3) Meningkatkan kerjasama antara K/L dan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan dalam kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Terdepan dalam rangka Menjaga dan Memelihara Tanda 

Batas Negara; 
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4) Tersedianya Bahan Pembelajaran dalam kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara dalam rangka Menjaga dan 

Memelihara Tanda Batas Negara; 

5) Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan 

Negara sebagai bagian dari sistem hankam.  

b. Jangka Menengah (6 bulan) 

1) Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang 

Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan 

Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara; 

2) Penguatan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat desa terdepan perbatasan negara; 

3) Keikutsertaan masyarakat Desa Terdepan perbatasan negara dalam 

menjaga dan memelihara tanda batas negara. 

c. Jangka Panjang (1 tahun) 

1) Meningkatkan peran dan fungsi antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam 

pertahanan dan keamanan garis batas melalui pengamanan dan 

pemeliharaan tanda batas wilayah negara; 

2) Terbentuknya organisasi masyarakat menjaga perbatasan (Mentas); 

3) Terwujudnya Indonesia maju, berdaulat dan mandiri di perbatasan negara. 

2. Manfaat 

Tercapainya seluruh tujuan dari proyek perubahan ini akan memberikan 

manfaat yang dapat dirasakan langsung secara internal maupun eksternal bagi 

organisasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan masyarakat perbatasan 

baik secara internal maupun eksternal sebagai berikut: 

Internal: 

• Meningkatkanya keamanan dan terpeliharanya tanda batas wilayah negara 

pada desa perbatasan negara sebagai bagian dari sistem pertahanann 

keamanan   

• Tersedianya data yang akurat untuk kebutuhan perencanaan dan 

penganggaran program dan kegiatan penguatan kelembagaan  
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Eksternal: 

• Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara 

sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan rakyat Semesta 

• Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan  

perbatasan negara dalam memelihara tanda batas wilayah negara    

C. OUTPUT DAN OUTCOME 
1. Output 

Output yang ingin dihasilkan dari proyek perubahan ini terbagi menjadi output 

jangka pendek (60 hari), jangka menengah (6 bulan), dan panjang (1 tahun) 

antara lain: 

a. Jangka Pendek (60 hari) 

1) Tersedianya Surat Keputusan Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah 

Darat tentang Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan 

Negara dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Negara Membuat 

Naskah Dinas; 

2) Meningkatkan networking dan kerjasama dengan mitra K/L terkait dan Pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan Menyusun modul pemberdayaan masyarakat 

desa terdepan perbatasan negara; 

3) Menyusun modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara; 

4) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan 

Perbatasan Negara sebagai Pilot Project; 

b. Jangka Menengah (6 bulan) 

1) Merumuskan Peraturan Badan guna mempercepat program 

pemberdayaaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara 

2) Memfasilitasi kegiatan ToT Pejabat Daerah dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat desa terdepan  perbatasan negara; 

3) Memberikan pelatihan di Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

desa terdepan  perbatasan negara; 

4) Membentuk organisasi kemasyarakatan penjaga perbatasan yang 

merupakan kolaborasi antara satuan pengaman perbatasan (pamtas) dan 

masyarakat desa terdepan perbatasan negara. 
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c. Jangka Panjang 

1) Mendayagunakan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas)  sebagai 

bagian dari sistem pertahanan semesta; 

2) Melakukan monitoring dan evaluasi program pengamanan dan pemeliharaan 

tanda batas wilayah negara sebagai bagian dari sistem hankam. 

2. Outcome 

Dari berbagai output yang didapatkan akan menghasilkan dampak dan manfaat 

yang diharapkan berupa peningkatan keterlibatan masyarakat desa terdepan 

perbatasan negara dalam pengamanan dan pemeliharaan tanda batas wilayah 

negara. Outcome yang dihasilkan dari proyek perubahan ini yaitu: 

a. Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan 

perbatasan negara dalam menjaga kedaultana dan pengamanan batas wilayah 

negara secara maksimal 

b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat desa terdepan perbatasan negara 

dalam pengamanan dan memelihara tanda batas wilayah negara wilayah darat 

c. Terciptanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

seluruh masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga 

perbatasan 

D. TAHAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 

1. Analisa Lingkungan Strategis 

Analisis lingkungan strategis yang digunakan pada projek perubahan ini 

dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode analisa yaitu menggunakan 

analisis fishbone dan SWOT.  

a. Analisis Fishbone 

Teknik analisis fishbone adalah alat penemuan sebab-akibat yang 

membantu mencari tahu berbagai alasan terjadinya kegagalan atau 

kerusakan dalam suatu proses. Tahapan dalam menganalisis 

permasalahan dengan menggunakan teknik analisis fishbone yaitu: 

1) Mengidentifikasi masalah, dalam rancangan proyek perubahan ini 

yang menjadi masalah strategis adalah “Minimnya keterlibatan 

masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga dan 

memelihara tanda batas negara”. 



15 
 

2) Mengidentifikasi kategori-kategori dari permasalahan, yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

a) MAN 

- Minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam 

pengamanan dan pemeliharaan pilar batas  

- Keterbatasan aparat TNI penjaga perbatasan (Pamtas) 

dibandingkan luas dan jangkuan yang harus dijaga 

b) MONEY 

- Keterbatasan anggaran dari APBN maupun APBD 

- Keterbatasan permodalan  

c) MATERIAL 

- Stigma pengamanan dan pemeliharaan tanda batas merupakan 

tugas dari pemerintah pusat 

d) METHOD 

- Sistem perencanaan yang belum berpihak pada pengamanan 

batas negara 

- Belum ada sosialisasi terkait pengamanan dan pemeliharaan 

batas negara 

e) ENVIROMENT  

- Jarak dan lokasi desa perbatasan yang berjauhan 

- Minimnya sarpras infrastruktur fisik,ekonomi dan telkomunikasi 

b. Menganalisis dan menyusun diagram fishbone 

 

 Gambar 4 Analisis Masalah Fishbone Diagram 
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Berdasarkan analisis fishbone diatas didapatkan permasalahan utama 

berupa minimnya keterlibatan masyarakat terdepan perbatasan negara 

dalam pengamanan dan pemeliharaan tanda batas negara. Untuk 

mendapatkan strategi utama dalam penyelesaian masalah utama 

digunakan metode SWOT dengan memetakan permasalahan yang ada 

kedalam kategori Weakness dan Threats. Pada aspek material, man dan 

environment masuk kedalam kategori Weakness. Aspek Money dan 

Method masuk kedalam kategori Threats. Pemilihan strategi utama 

dilanjutkan dengan metode SWOT. 

c. Anallisis SWOT 

Dari analisis diagram fishbone tersebut didapatkan penyebab dari 

permasalahan utama untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

analisis SWOT. Analisis SWOT adalah salah satu analisis perencanaan 

strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Strength (kekuatan), 

Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), Threats (ancaman) yang 

dapat di uraikan sebagai berikut: 

1) Strengths (kekuatan) 

- UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 

- BNPP di dukung dengan 27 Kementerian/Lembaga, 15 Gubernur dan 

48 Kabupaten/kota  

- UU No. 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 

2 menyebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem yang 

bersifat semesta dan melibatkan seluruh warga negara  

2) Weakness (kelemahan) 

- Minimnya anggaran yang tersedia  

- Stigma Pengamanan dan pemeliharaan pilar batas negara 

merupakan tugas dari pemerintah pusat 

- Belum adanya regulasi terkait pemberdayaan masyarakat desa 

terdepan batas negara 

3) Opportunities (Peluang) 

- Sumber daya Manusia yang militan 

- Terkoordinasinya elemen stakeholder 
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4) Threats (ancaman) 

- Hilang dan rusak serta bergesernya tanda batas negara yang 

merupakan simbol dari kedaulatan negara 

- Lokasi Pos Pamtas yang jauh dari tanda batas negara 

Untuk menentukan strategi mana yang harus diimplementasikan 

dilakukan analisis kuantitatif terhadap faktor strategis internal dan faktor 

strategis eksternal. Hasil analisis untuk masing – masing sumber (internal 

dan eksternal) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

Pada tabel tersebut bobot diberikan berdasarkan prioritas pada skala 0 

sampai 1 (dari yang tidak sampai dengan prioritas utama), sedangkan 

rating diberikan berdasarkan tingkat pengaruh/pentingnya masing – 

masing faktor terhadap permasalahan yang diangkat, dengan skala 1 

STRENGTHS
TINGKAT 

SIGNIFIKAN
BOBOT RATING SKOR

Undang Undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah 

Negara
3 0.33 5 1.67

BNPP didukung oleh 27 Kementerian /Lembaga dan 15 

Gubernur
3 0.33 4 1.33

UU no  3 tahun 2002 tentang  Pasal 1 ayat 2, Sistem 

pertahanan negara adalah sistem yang bersifat semesta  

yg melibatkan seluruh warga negara 

3 0.33 4.5 1.50

9 1.00 4.50

WEAKNESS
TINGKAT 

SIGNIFIKAN
BOBOT RATING SKOR

Minimnya anggaran yang tersedia 2.5 0.29 2 0.59

Stigma Pengamanan dan pemeliharaan pilar batas 

negara merupakan tugas dari pemerintah pusat
3 0.35 2.5 0.88

Belum adanya regulasi terkait dengan pemberdayaan 

Masyarakat desa terdepan perbatasan negara
3 0.35 2.5 0.88

8.5 1.00 2.35

OPPORTUNITIES
TINGKAT 

SIGNIFIKAN
BOBOT RATING SKOR

Sumber daya Manusia yang militan 2.5 0.56 4 2.22

Terkoordinasinya elemen stakeholder 2 0.44 3 1.33

4.5 1.00 3.56

THREATS
TINGKAT 

SIGNIFIKAN
BOBOT RATING SKOR

Hilang dan rusak serta bergesernya tanda batas negara 

yang merupakan simbol dari kedaulatan negara
3 0.50 1.5 0.75

Lokasi Pos Pamtas yang jauh dari tanda batas negara 3 0.50 1 0.50

6 1.00 1.25

Tabel 1. Analisis SWOT 
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sampai 5 (dari pengaruh terlemah sampai dengan terkuat). Hasil 

perhitungan analisis SWOT adalah sebagai berikut : 

1) Faktor Internal (S-W) Strengths dan Weakness  

Perhitungan analisis factor internal berupa pengurangan antara skor 

Strength dengan skor Weakness menghasilkan nilai positif (2,15).  

Maka permasalahan yang diangkat memiliki kekuatan yang relatif lebih 

besar daripada kelemahannya.  

2) Faktor Eksternal (O-T) Opportunities dan Threats  

Perhitungan analisis factor eksternal berupa pengurangan antara skor 

Opportunities dan Threats bernilai positif (2,31). 

Sehingga dapat disimpulkan permasalahan yang ada mempunyai 

peluang yang lebih besar dari ancaman. 

 

 

 

Dengan mempertimbangkan analisis faktor internal dan eksternal 

tersebut maka permasalahan yang ada berada pada posisi kuadran I, 

dimana strategi yang dikembangkan adalah strategi yang bersifat SO: 

memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan/kelebihan 

yang dimiliki. Strategi pada tipe SO ini akan menjadi prioritas utama strategi 

penyelesaian. 

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Milestone) 

Untuk menuju organisasi Keasdepan Pengelolaan Batas Negara Wilayah 

Darat yang merupakan unit dari Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah 
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Gambar 5. Grafik Analisis SWOT 
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Negara sebagai unit organisasi perubahan, maka diperlukan tahapan-tahapan 

yang terencana dengan target yang jelas dan terukur (Gambar 5). Untuk strategi 

pencapaian jangka pendek selama 60 hari akan dilakukan beberapa hal antara 

lain; 

a. Pembentukan Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan 

Perbatasan Negara dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas 

Negara  

Pada tahap awal pelaksanaan proyek perubahan,  project leader 

melakukan pertemuan dalam rangka pembentukan tim efektif.  Dalam 

rapat tersebut selain dilakukan penentuan anggota  tim efektif, juga 

disampaikan penjelasan tentang penyamaan persepsi pentingnya 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara, 

penyampaian target pekerjaan, pembagian tugas tim, dan penentuan 

jadwal pelaksanaan proyek perubahan.  

b. Rapat Koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

Perbatasan terkait pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan 

negara 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Perbatasan Terdepan Perbatasan dapat 

terlaksana dengan adanya kolaborasi antara mitra K/L dan pemerintah 

Provinsi/Kabupaten/Kota. Tahap selanjutnya, akan dilakukan rapat koordinasi 

dengan mitra K/L terkait dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk 

menyamakan persepsi antara semua pihak tentang pentingnya menjaga dan 

memelihara tanda batas negara.  

c. Penyusunan modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan 

negara  

Pelaksanaan pemberdayaan dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas 

negara. Sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat maka komponen utama yang dibutuhkan adalah modul 

pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara. 

d. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan 

Perbatasan Negara sebagai Pilot Project 

Penguatan keterlibatan masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara 

tanda batas negara diwujudkan dalam bentuk Kegiatan Pemberdayaan 



20 
 

Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai pilot project. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut masyarakat memiliki 

pengetahuan untuk berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara tanda 

batas negara. 

Strategi pencapaian jangka menengah selama 6 bulan akan dilakukan 

beberapa hal antara lain: 

a. Finalisasi Peraturan Badan guna mempercepat program pemberdayaaan 

masyarakat desa terdepan perbatasan negara; 

b. Memfasilitasi kegiatan ToT Pejabat Daerah dalam rangka mendorong 

kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara 

sebagai bagian dari sistem pertahanan negara di daerah perbatasan negara; 

c. Memberikan pelatihan di Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

desa terdepan  perbatasan negara; 

d. Membentuk organisasi kemasyarakatan penjaga perbatasan yang 

merupakan kolaborasi antara satuan pengaman perbatasan (pamtas) dan 

masyarakat desa terdepan perbatasan negara. 

Strategi pencapaian jangka panjang selama 1 tahun akan dilakukan beberapa 

hal antara lain: 

a. Mendayagunakan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai 

bagain dari sistem pertahanan rakyat Semesta;   

b. Melakukan monitoring dan evaluasi program pengamanan dan program 

pemeliharaan pilar batas dengan stakeholder internal dan eksternal (Pusat 

dan Daerah). 
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E. RENCANA STRATEGI MARKETING 

3.  Identifikasi Stakeholder 

 Pada proyek perubahan ini juga melibatkan beberapa stakeholder untuk 

mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan 

Negara. Untuk dapat menjalankan kegiatan Proyek Perubahan ini, tim tidak 

mungkin bekerja sendiri. Stakeholder pada Proyek Perubahan ini adalah : 

a. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 

BNPP merupakan badan yang berfokus dalam mengelola perbatasan 

negara dan kawasan perbatasan. Dalam hal ini BNPP memiliki peran yang 

sangat penting sebagai perencana dan pelaksana kegiatan Fasilitasi 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan sebagai bagian dari 

sistem Hankam. 

b. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 

Pada kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan 

Perbatasan, Kemendagri sebagai bagian yang menangani perjanjian batas 

wilayah negara. Peran Kemendagri dalam kegiatan ini adalah sebagai 

pembuat regulasi.  

c. Pemerintah Daerah  

Pada Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan 

Perbatasan, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dalam 

Gambar 6. Tahapan-tahapan yang terencana dengan target yang jelas dan 

terukur 
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pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Daerah juga berperan sebagai 

perpanjangan tangan Pemerintah Pusat baik dari segi regulasi maupun dalam 

hal penyediaan anggaran. 

d. Mabes TNI 

TNI merupakan kekuatan utama dalam Sistem Pertahanan Keamanan 

Rakyat Semesta. Pada kegiatan ini TNI berperan sebagai pengarah kegiatan 

dan tokoh utama dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah 

negara. 

e. Kementerian Keuangan dan Bappenas 

Kementerian Keuangan dan Bappenas merupakan stakeholder yang 

memiliki peran terpenting dalam perencanaan dan program kegiatan dan 

Anggaran bagi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan 

Perbatasan Negara sebagai bagian sistem Hankam. Kegiatan K/L baik pusat 

maupun daerah akan sangat bergantung dari persetujuan perencanaan dari 

Kementerian Keuangan dan Bappenas. 

f. Ditjen Bina Pemdes 

 Ditjen Bina Pemdes memiliki peran yang cukup penting dalam Kegiatan 

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan. Sebagai 

salah satu bagian yang fokus dalam menangani desa, Ditjen Bina Pemdes 

dapat menyediakan regulasi serta anggaran pada kegiatan ini. 

g. Masyarakat Perbatasan 

 Masyarakat perbatasan merupakan tokoh utama dalam Kegiatan 

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan. 

Masyarakat merupakan kekuatan pendukung dalam Sistem Pertahanan 

Keamanan Rakyat Semesta. 

4.  Jenis-jenis Stakeholder 

Kontribusi dari stakeholder merupakan kunci penting dalam keberhasilan 

suatu kegiatan. Mengidentifikasi jenis-jenis stakeholders itu sangat penting bagi 

organisasi publik yang mengharapkan adanya perubahan dan peningkatan 

kinerja organisasi. Jenis-jenis stakeholder terbagi menjadi 4 (empat) yaitu : 

a. Promoters memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan 

untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya) 
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b. Defenders memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan 

dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk 

mempengaruhi kegiatan 

c. Latents tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, 

tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka 

menjadi tertarik 

d. Apathetics kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin 

tidak mengetahui adanya kegiatan 

5.  Analisa Stakeholder 

 Berdasarkan hasil pengkajian pengaruh dan prioritas, stakeholder dapat 

dipetakan seperti pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 7. Tabel Analisa Stakeholder 

6.  Strategi Komunikasi/Mobilisasi Stakeholder 

Strategi komunikasi stakeholder berdasarkan hasil analisis stakeholder 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Komunikasi yang dibangun dengan stakeholders Key Player 

(Promotors) 

Komunikasi yang perlu dibangun stakeholders dengan Promotors adalah : 

LATENTS

Memiliki tindakan yang 
berpengaruh, namun

memberikan prioritas yang 
rendah

1. Kementerian Keuangan

2. Kemendagri

3. Bappenas

PROMOTERS

Memiliki tindakan yang 
berpengaruh, namun

memberikan prioritas yang 
tinggi

1. BNPP

2. Ditjen PMD

APATETICS

Memiliki tindakan yang tidak
berpengaruh, dan

memberikan prioritas yang 
rendah

Aparatur Pemdes

DEFENDERS

Memiliki tindakan yang tidak
berpengaruh, namun

memberikan prioritas yang  
tinggi

1. Pemerintahan
Provinsi/Kabupaten/Kota

2. Masyarakat Perbatasan

Stakeholder 
(Pemangku

Kepentingan)
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1) Komunikasi yang konsisten dan tetap berkomitmen walaupun situasi 

berubah; 

2) Komunikasi langsung, harus dapat merespons pertanyaan secara 

langsung; 

3) Harus dimonitor terus menerus; 

4) Komunikasi yang memungkinkan stakeholders dapat bertanya 

kapanpun dan dapat menyediakan jawaban; 

5) Memahami masalah yang timbul dan dapat memberi respon dengan 

cepat. 

b. Komunikasi dengan Defendents Stakeholders  

Komunikasi dengan stakeholders defendents : 

1) Susun Strategi komunikasi bersama dengan stakeholders ini (When, 

What Means, Why, Who); 

2) Gunakan software manajemen yang memberikan laporan; 

3) Laporkan status proyek ringkas dan rinci. Anda harus membuat laporan 

status setidaknya setiap dua minggu dan didistribusikan di antara para 

stakeholders; 

4) Anda perlu berusaha untuk bertemu stakeholders selama proses 

manajemen proyek. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi telah 

dibaca, baik melalui update email atau melalui laporan status; 

5) Yang paling penting, Anda harus berbicara dengan stakeholders untuk 

mengetahui apa yang mereka harapkan dari Anda.  

c. Komunikasi dengan (Latent) Stakeholders 

Stakeholder dalam kategori ini bisa jadi pengaruh yang kuat, tetapi karena 

mereka berpotensi memiliki kepentingan rendah, anda perlu menemukan 

saluran digital yang sesuai untuk menargetkan pesan mereka. Dengan cara 

ini mereka dapat memberikan konteks dan mengatasi isu-isu spesifik yang 

menarik minat stakeholders, sehingga membangun dukungan politik untuk 

proyek tersebut. 

d. Komunikasi dengan (Apethetics) Stakeholders  

Komunikasi dengan stakeholders apethetics : 

1) Mengelola hubungan pasif, tidak perlu mencari mereka, Tetap sopan 

dan bersikap sewajarnya ketika bertemu;  
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2) Berhati-hatilah tentang peristiwa yang tiba-tiba bisa memindahkan 

mereka ke Key Players;  

3) Gunakan metode push communication – tidak ada interaksi kecuali 

diminta. 

7.  Strategi Marketing Proyek Perubahan 

Hasil analisis strategi marketing dengan metode 4P1C (product, place, price, 

promotion, dan customer) menunjukkan bahwa customer adalah unsur utama 

dari proyek perubahan ini. Customer terdiri dari masyarakat desa terdepan 

perbatasan negara (Aparatur Pemerintah Desa, Pamtas, Linmas, tokoh adat, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan 

cendikiawan) sesuai dengan (Gambar 7). 

 

 

Gambar 8. Rencana Strategis Marketing 

F. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA DAN SOLUSINYA 

Hal yang paling mendasar di dalam implementasi suatu proyek perubahan 

adalah menyusun dan merencanakan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah 

suatu dokumen perencanaan yang digunakan oleh manajer proyek perubahan untuk 

mengidentifikasi potensi risiko terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan, 

memperkirakan dampak dari setiap tahapan di dalam proyek perubahan, probabilitas 

yang mungkin terjadi dari setiap langkah yang diambil, dan kemudian mendefinisikan 

• Keterlibatan Masyarakat desa terdepan perbatasan sebagai sistem 
pertahanan rakyat semesta

Product

• Kolaborasi perencanaan anggaran antara K/L dan Pemerintah DaerahPrice

• Campaign dalam semua media yang dimiliki oleh BNPP  group wa
Facebook, instragam dll secara masif dan berkelanjutan

Promotion

• Kantor BNPP, Pemda Kabupaten PerbatasanPlace

• Aparatur Pemerintah Desa, Pamtas, Linmas, tokoh adat, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan cendikiawan

Customer
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tanggapan atau respon terhadap risiko-risiko yang sudah diidentifikasi. Risiko yang 

teridentifikasi dapat berupa ketidakpastian dalam lingkup jadwal pelaksanaan, biaya 

yang mendukung pelaksanaan, atau kualitas dari sumber daya. Oleh karena itu, 

rencana manajemen risiko ini dibuat untuk mengidentifikasi risiko-risiko, prioritas, dan 

menciptakan langkah-langkah atau sistem untuk memaksimalkan potensi yang 

bedampak positif dan mengurangi potensi yang berdampak negatif. Selain 

mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul, diidentifikasi juga probabilitas 

terjadinya risiko, dampak yang ditimbulkan, dan rencana tindakan mitigasi risiko 

(Tabel 1), serta prioritas mana yang harus segera didahulukan di dalam pelaksanaan 

proyek perubahan (Gambar 5).  

Tabel 2. Skala Prioritas 

 

Tabel 2 adalah analisis risiko yang menggambarkan identifikasi risiko-risiko yang 

mungkin timbul dari tahapan pelaksanaan proyek perubahan dan konsekuensinya, 

probablitias munculnya risiko dan dampaknya, skala prioritas dan rencana tindakan 

yang akan dilakukan, serta penanggungjawab pelaksanaan rencana mitigasi. 

Tabel 3. Analisis Risiko 

No Risiko Konsekuensi Probabilitas Dampak Prioritas 

Rencana 

Tindak 

Mitigasi 

Tanggung 

jawab 

1 Penolakan atau 

resistensi dari tim 

efektif yang 

kurang setuju 

dengan adanya 

tambahan beban 

kerja 

Perlu 

dilakukan 

komunikasi 

internal 

dengan tim 

efektif  

Tinggi Tinggi 1 Melakukan 

rapat 

koordinasi 

dengan tim 

efektif secara 

rutin 

Asdep 

2 Penolakan atau 

resistensi dari 

mitra K/L dan 

Pemerintah 

Provinsi/Kabupat

en/Kota 

Perbatasan 

untuk melakukan 

Perlu 

dilakukan 

komunikasi 

eksternal 

dengan mitra 

K/L dan 

Pemerintah 

Tinggi Tinggi 1 Secara 

intensif 

melakukan 

rapat 

koordinasi 

guna 

menginisiasi 

adanya 

Asdep 

Skala Prioritas Mendesak Kurang mendesak 

Penting 1 2 

Kurang Penting 3 4 
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No Risiko Konsekuensi Probabilitas Dampak Prioritas 

Rencana 

Tindak 

Mitigasi 

Tanggung 

jawab 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa Terdepan 

dalam rangka 

Menjaga dan 

Memelihara 

Tanda Batas 

Negara 

Provinsi/Kabu

paten/Kota 

kerjasama 

yang terjalin 

3 Adanya 

perbedaan 

persepsi antar 

stakeholder 

terkait, dalam 

penyusunan 

modul 

pemberdayaan 

masyarakat desa 

terdepan 

perbatasan 

negara 

Perlu 

dilakukan 

koordinasi 

antar 

stakeholder 

Tinggi Tinggi 2 Melakukan 

rapat 

koordinasi 

secara 

intensif untuk 

menyamakan 

persepsi 

antar 

stakeholder 

terkait, dalam 

penyusunan 

modul 

pemberdaya

an 

masyarakat 

desa 

terdepan 

perbatasan 

negara 

Asdep 

4 Penolakan atau 

resistensi dari 

masyarakat 

untuk menerima 

materi tentang  

menjaga dan 

memelihara 

tanda batas 

negara 

Perlu 

dilakukan 

komunikasi 

dengan 

masyarakat 

Tinggi Tinggi 1 Melakukan 

rapat 

koordinasi 

secara 

intensif 

dengan 

kelompok 

kerja untuk 

mendorong 

keterlibatan 

kelompok 

kerja dalam 

menjaga 

tanda batas 

negara. 

Asdep 
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G. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PROYEK PERUBAHAN 

Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan : 

Deskripsi tentang faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan 

pencapaian tujuan proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran, 

dituangkan dalam tabel berikut: 

 

1. Jangka Pendek 

No. Tahapan dan 
Kegiatan 

Indikator 
Keberhasilan 

Tanggal 
Kegiatan 

Hasil  Faktor Penentu 

1. Pembentukan 
TIM Efektif 

- Terbentuk 
Komitmen 
bersama 

- Tersusun SK 
TIM 

4 -7 
Oktober 
2022 

- Terbentuknya 
Tim Efektif 

- Dukungan 
Mentor 

- Dukungan 
Tim 

- Kerjasama 
dan 
Hubungan 
antar 
personal 

2. Membangun 
Networking 
dan kerjasama 
dengan mitra 
K/L dan 
Pemerintah 
Daerah 
Provinsi, 
Pemerintah 
Kab/Kota 

- Terbangunnya 
Komunikasi 
antar 
Stakeholder 
terkait; 

24 
Oktober – 
2 
November 
2022 

- Komunikasi 
yang intens 
antar 
stakeholder 
terkait 

- Dukungan 
mentor 

- Dukungan 
Tim 

- Kerjasama 
Tim 

- Keseriusan 
- Ketersediaan 

Sumberdaya 
- Ketersediaan 

akses 
informasi 

- Ketersediaan 
dana 

- Tersusunnya 
rencana aksi 
pelaksanaan 
proyek 
perubah 

- Rencana 
pelaksanaan 
proyek 
perubahan  

3. Penyusunan 
Modul kegiatan 
Pemberdayaan 

- Tersusunnya 
Modul 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam 
menjaga dan 
memelihara 
tanda batas 

27 
Oktober – 
1 
November 
2022 

- Modul 
Pembelajaran 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam 
menjaga dan 
memelihara 
tanda batas 
negara 

- Dukungan 
Mentor 

- Kerjasama 
Tim  

- Ketersediaan 
Sumber 
daya; 

- Ketersediaan 
akses 
informasi 

- Kompetensi 
tim 
penyusun 
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No. Tahapan dan 
Kegiatan 

Indikator 
Keberhasilan 

Tanggal 
Kegiatan 

Hasil  Faktor Penentu 

- Ketersediaan 
anggaran 

4. Terlaksananya 
kegiatan PMD 
sebagai pilot 
project 

- Keikutsertaan 
masyarakat 
perbatasan  

- Keterlibatan 
pemerintah 
daerah prov, 
kab/kota 
 

7-25 
November 
2022 

- Terlaksananya 
kegiatan PMD 
sebagai Pilot 
Project 

- Dukungan 
Mentor 

- Dukungan 
mentor 

- Kerjasama 
Tim 

- Kerjasama 
stakeholder 

- Keseriusan 

 

2. Jangka Menengah 

No. Tahapan dan 
Kegiatan 

Indikator 
Keberhasilan 

Tanggal 
Kegiatan 

Hasil  Faktor Penentu 

1. Penyusunan 
Peraturan 
Badan  

 

- Tersusunnya 
Peraturan 
Badan 
Nasional 
Pengelola 
Perbatasan 
tentang 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam 
menjaga dan 
memelihara 
tanda batas 

6-9 
Februari 
2023 

- Peraturan 
Badan 
Nasional 
Pengelola 
Perbatasan  
tentang 
Pedoman 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam 
menjaga dan 
memelihara 
tanda batas 

- Dukungan 
Mentor 

- Dukungan 
Tim 

- Kerjasama 
dan 
Hubungan 
antar 
personal 

2. Fasilitasi ToT 
Pejabat 
Daerah  

- Terbangunnya 
pemahaman 
Pejabat 
Daerah 
tentang 
kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa 
Terdepan 
Perbatasan 
Negara 

20-23 
Februari 
2023 

- Adanya 
dukungan dan 
komunikasi 
yang intens 
dari Pejabat 
Daerah dalam 
pelaksanaan 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa 
Terdepan 
Perbatasan 
Negara 

- Dukungan 
mentor 

- Dukungan 
Tim 

- Kerjasama 
Tim 

- Keseriusan 
- Ketersediaan 

Sumberdaya 

- Ketersediaan 
akses 
informasi 

- Ketersediaan 
dana 

3.  Pelaksanaan 
Pelatihan di 
Daerah 

- Terbangunnya 
pemahaman 
Pemerintah 
Daerah tentang 
kegiatan 

13-17 
Maret 
2023 
 

- Terlaksananya 
kegiatan 
pelatihan di 
Daerah untuk 
mendukung 

- Dukungan 
Mentor 

- Kerjasama 
Tim  
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No. Tahapan dan 
Kegiatan 

Indikator 
Keberhasilan 

Tanggal 
Kegiatan 

Hasil  Faktor Penentu 

Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa Terdepan 
Perbatasan 
Negara 

Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa Terdepan 
Perbatasan 
Negara 

- Ketersediaan 
Sumber 
daya; 

- Ketersediaan 
akses 
informasi 

- Kompetensi 
tim 
penyusun 

- Ketersediaan 
anggaran 

4. Terbentuknya 
LK Desa 
Mentas 

- Keikutsertaan 
masyarakat 
perbatasan  

- Keterlibatan 
pemerintah 
daerah prov, 
kab/kota 

 - Adanya 
keterlibatan 
Masyarakat 
Desa Terdepan 
Perbatasan 
Negara dalam 
menjaga Pilar 
Batas Negara 

- Dukungan 
Mentor 

- Kerjasama 
Tim  

- Ketersediaan 
Sumber 
daya; 

- Ketersediaan 
akses 
informasi 

- Kompetensi 
tim 
penyusun 

- Ketersediaan 
anggaran 

3. Jangka Panjang 

No. Tahapan dan 
Kegiatan 

Indikator 
Keberhasilan 

Tanggal 
Kegiatan 

Hasil  Faktor Penentu 

1. Mendayagunakan 
masyarakat 
menjaga 
Perbatasan 
(Mentas) sebagai 
bagain dari 
sistem 
pertahanan 
rakyat Semesta   

- Keterlibatan 
masyarakat 
perbatasan  

17-21 
April 
2023 

- Adanya 
kegiatan yang 
diinisiasi oleh 
masyarakat 
terkait 
pengawasan 
patok/pilak 
batas wilayah 
negara. 

- Dukungan 
Mentor 

- Kerjasama 
Tim  

- Ketersediaan 
Sumber 
daya; 

- Ketersediaan 
akses 
informasi 

- Kompetensi 
tim 
penyusun 

- Ketersediaan 
anggaran 

2. Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi program 

- Adanya 
catatan hasil 

21-25 
Agustus 
2023 

- Catatan 
Evaluasi 
Kegiatan 

- Dukungan 
Mentor 
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evaluasi 
kegiatan 

 Pemberdayaan 
Masyarakat 
Desa 
Terdepan 
Perbatasan 
Negara 

- Dukungan 
Tim 

- Kerjasama 
dan 
Hubungan 
antar 
personal 

 

 

H. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN 

1. Pembentukan Tim Kerja 

Dalam suatu organisasi diperlukan kinerja tim untuk meningkatkan performa 

suatu organisasi.  Definisi tim menurut Naresh Jain (2009), tim terdiri dari 

anggota dengan keterampilan yang saling melengkapi dan menghasilkan sinergi 

melalui upaya yang terkoordinasi yang memungkinkan setiap anggota untuk 

memaksimalkan kekuatan mereka dan meminimalkan kelemahan mereka. 

Anggota tim diharapkan mampu belajar untuk saling membantu, mengenali 

potensi diri mereka, dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap 

orang untuk melampaui keterbasannya. Pada intinya dalam membangun sebuah 

tim pada akhirnya fokus kepada manusia dan mengelola hubungan dan 

komunikasi. Sebuah Tim biasanya bekerja dalam waktu tertentu dan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Salah satu bentuk dari tim adalah tim efektif. Larson & LaFasto (1989) 

menyebutkan apa yang harus dimiliki dari tim efektif antara lain sebagai berikut: 

a. A clear, elevating goal : Tujuan menjadi alasan utama dalam membentuk 

suatu tim efektif.  Tujuan ini harus jelas ditetapkan dan setiap anggota dalam 

tim ini harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai maksud dari 

tujuan ini. 

b. Result-Driven Structure : Capaian  yang berdasarkan pada tahapan. Setelah 

tujuan telah ditetapkan, ada tahapan-tahapan (milestone) yang terbagi pada 

jangka waktu tertentu untuk melihat progress dari tim tersebut bekerja. 

c. Competent Team Members:  Tim Efektif juga terdiri dari anggota tim yang 

kompeten sesuai dengan kebutuhan. Tahu siapa akan melakukan apa. 

d. Unified Commitment: Komitmen menjadi modal bagi tim efektif agar bekerja 

sesuai dengan bagiannya sebaik-baiknya. 
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e. Collaborative Trust and Communication: Kolaborasi atas dasar saling 

percaya dan komunikasi menjadi irama dalam tim efektif. 

f. Standards of Excellence: Setiap anggota tim efektif komitmen untuk bekerja 

dengan maksimal dan mencapai hasil yang maksimal 

g. Support and Recognition: Peranan pimpinan tim efektif dalam mendukung 

kerja tim dan juga mengapresiasi ketika sudah bekerja dengan baik dan 

mencapai tujuan. 

h. Principle Leadership: Pemimpin akan menjadi pengarah dalam tim yang 

harus mampu mengelola setiap anggota tim dengan tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing dan memastikan arah kerja tim  menuju tujuan 

yang ditetapkan. 

Pada proyek perubahan ini, dibentuk tim efektif yang akan membantu 

dalam hal perumusan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan pelaporan 

kegiatan sehingga proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik. 

2. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif 

Komposisi tim yang efektif idealnya terdiri dari: pemimpin, pembentuk, 

pemikir, pengevaluasi, penyelidik sumber daya, pekerja tim, dan penyelaras akhir. 

Untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan ini, maka dibentuk tim efektif 

yang terdiri dari Mentor, Project Leader, Tim Substansi, Tim Penyusun Pedoman 

dan SOP, Tim IT dan Tim Pendukung yang disusun dalam tabel berikut: 

Tabel 4. Daftar Tim Efektif 

NO. JABATAN NAMA 

1. Pengarah Dr. Robert Simbolon, MPA. 

2. Project Leader Drs. Ismawan Harijono, M.Si. 

3. Tim Substansi Dr. Agustin Sagala, M.Si 

Yulianis, S.Sos. 

4. Tim Penyusun Pedoman dan 

SOP 

Hega Mitasari, S.STP, M.AP. 

Taryani, S.E 

David Sebajang S.Sos, M.Si 

5. Tim IT Andi Nurdiansyah, S.STP 

Novi Nur Aini, S.Si 

Rara Febriska, S.IP 
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NO. JABATAN NAMA 

Ajeng Setry Kinanti, S.IP 

Prasca Uli Rewardani, S.I.Kom 

Duta Setyabudi, S.Pd 

6.  Tim Pendukung William Coatant Tethool, S.STP 

Tobari, S.AP 

Muhammad Fajar Irfandi, S.Sos 

Puspita Hanum Dyah Satiti, S.Si. 

Muhammad Syarifuddin, S.T 

Rudy Shantoro, S.T 

Hartanto, S.E 

 

 

3. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan 

Tata Kelola proyek perubahan merupakan struktur yang digunakan dalam 

proyek perubahan yang meliputi sponsor, project leader dan anggota tim. 

Penjelasan disajikan sebagai berikut : 

 

Gambar 9. Tata Kelola Proyek Perubahan 

4. Tugas dan Kewenangan Tim Efektif 

Tim Efektif memiliki tugas dan kewenangan antara lain sebagai berikut: 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Proyek Perubahan; 

b. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Proyek 

Perubahan; 
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c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Proyek 

Perubahan; 

d. Menyiapkan draft penyusunan modul, pedoman dan SOP kegiatan 

Proyek Perubahan; 

e. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Proyek Perubahan; 

f. Meyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan; 

dan 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh project leader. 

5. Masa Berlaku dan Etika serta Mekanisme Tim Efektif 

Masa berlaku tim efektif terhitung sejak disahkan dalam Surat Keputusan 

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat dan akan berakhir 

setelah Milestone jangka panjang 1 tahun telah terlaksana. Dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Tim Efektif pada Proyek 

Perubahan, Tim Efektif memegang teguh kode etik dan kode perilaku PNS 

sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil. Mekanisme kerja Tim Efektif pada Proyek Perubahan ini 

memiliki 3 (tiga) komponen utama yang terdiri dari mentor sebagai pengarah, 

project leader sebagai pengambil keputusan, dan tim sebagai pelaksana 

kegiatan. 

6. Monitoring dan Evaluasi 

Untuk pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Efektif dalam 

pelaksanaan Proyek Perubahan akan dilakukan setiap bulan. Monitoring dan 

evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi terhadap progress, 

keluaran, hasil, dan indikator keberhasilan. 

I. RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DIRI SEBAGAI TINDAKLANJUT 

DARI SELF ASSESMENT DIRI 

 Rencana Pengembangan potendi diri sebagai tindak lanjut dari self 

assessment diri adalah sebagai berikut : 
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Gambar 10. Bagan Rencana Pengembangan Potensi Diri 

Integritas

• Melaksanakan
kegiatan proyek
perubahan dengan
penuh tanggung

jawab

• Melaksanakan
kegiatan sesuai
dengan timeline 
yang telah disusun

• Menjalankan
kegiatan proyek
perubahan sesuai
dengan arahan
atasan dan
mengikuti aturan
yang berlaku

Kerjasama

• Membangun
komunikasi
dengan tim
efektif

• Melakukan
koordinasi
dengan mitra
K/L dan Pemda

• Memastikan
pemahaman
seluruh anggota
tim dan
membangun
komitmen
masing-masing
anggota tim

Mengelola
Perubahan

• Menerima saran 
dan masukan
untuk perbaikan
kegiatan Proyek
Perubahan

• Terus melakukan
inovasi untuk
memberikan
hasil yang 
terbaik

Pengembangan
Potensi Diri
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BAB II 

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 

A. CAPAIAN TAHAPAN RENCANA STRATEGIS 

Implementasi Proyek Perubahan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui 

Penjagaan Pilar Batas Negara di Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Pembentukan Tim Efektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan 

Perbatasan Negara dalam Rangka Menjaga dan Memelihara Tanda Batas 

Negara 

a. Uraian dan Output Kegiatan 

Kegiatan membentuk Tim Efektif proyek perubahan dilakukan pada 

tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2022di lingkungan kerja project 

leader, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, 

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan. Pada kegiatan pembentukan tim efektif ini 

terdapat tiga tahapan yang dilakukan oleh project leader, yaitu: 

1) Rapat Koordinasi Internal Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara 

Wilayah Darat 

Setelah project leader menyusun Proyek Perubahan, project leader 

kemudian melakukan rapat internal Asisten Deputi Pengelolaan 

Batas Negara Wilayah Darat. Rapat tersebut membahas 

pembentukan tim efektif yang akan membantu project leader dalam 

mengimplementasikan rancangan proyek perubahan. Tim efektif 

terbagi dalam empat kelompok tim kerja, yaitu tim substansi, tim 

penyusunan pedoman dan SOP, tim IT, dan tim Pendukung. 

2) Pembuatan SK tim efektif 

Hasil rapat koordinasi internal Project Leader berkomunikasi dengan 

atasan dalam hal ini Sekretaris BNPP untuk menyusun SK tim 

efektif.  Project Leader memberikan penjelasan kepada Sekretasid 

BNPP terkait urgensi dari kegiatan proyek perubahan yang telah 

digagas. Penjelasan terkait tugas dan fungsi tim efektif untuk 
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mendukung kegiatan Proyek Perubahan terkait Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara. 

3) Pembahasan Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan 

bersama tim Efektif 

Setelah SK tim efektif dibuat, project leader melakukan pembahasan 

terkait rencana aksi proyek perubahan. Tim Efektif berkoordinasi 

untuk membuat rancangan rencana aksi pelaksanaan proyek 

perubahan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Penyusunan rencana aksi ini mengacu pada milestone yang telah 

dibuat pada rancangan proyek perubahan.  

b. Evidence/Bukti 

 

Gambar 11. Undangan Rapat Internal Pembentukan Tim Efektif 
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Gambar 12. Daftar Hadir Rapat 

   

Gambar 13. Dokumentasi Rapat 
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Gambar 14. Notulensi Rapat 

 

Gambar 15. SK Tim Efektif 
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Gambar 16. Undangan Rapat 

 

Gambar 17. Dokumentasi Rapat Tim Efektif  

  

Gambar 18. Rencana Aksi Pelaksanaan Proyek Perubahan 

2. Meningkatkan networking dan kerjasama dengan mitra K/L terkait dan 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Perbatasan 

a. Uraian dan Output Kegiatan 

Kegiatan membangun networking dengan mitra K/L terkait dan   

pemerintah daerah dilakukan pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 

2 November 2022 di lingkungan kerja project leader, Asisten Deputi 
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Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Deputi Bidang Pengelolaan 

Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Pada 

kegiatan ini project leader membangun networking dengan mitra K/L, 

diantaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Luar Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Koordinasi 

dengan Pemerintah Daerah diantaranya Pemerintah Kalimantan Barat, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan 

Papua. Pada kegiatan membangun networking ini terdapat dua 

tahapan yang dilakukan oleh project leader, yaitu: 

1) Rapat Koordinasi dengan Mitra K/L terkait koordinasi Rencana 

Kegiatan Proyek Perubahan dengan judul Pemberdayaan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara 

Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar 

Batas Negara 

2) Rapat koordinasi dengan stakeholders (Pemda) terkait Kegiatan 

Proyek Perubahan dengan judul Pemberdayaan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga 

Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara 

b. Bukti/Evidence 

  

Gambar 19. Undangan Rapat dengan mitra K/L 
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Gambar 20. Daftar Hadir Rapat 

 

 

Gambar 21. Dokumentasi 
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Gambar 22. Notulensi 

 

Gambar 23. Undangan Rapat dengan Pemerintah Daerah 
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Gambar 24. Daftar Hadir Rapat 

 

Gambar 25. Dokumentasi 
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Gambar 26. Notulensi 

3. Menyusun modul pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan 

negara 

a. Uraian dan Output Kegiatan 

Kegiatan membangun modul pemberdayaan masyarakat desa 

terdepan perbatasan dilakukan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 

November 2022. Pada kegiatan penyusunan modull ini project leader 

membangun dengan mitra K/L, diantaranya Kementerian Pertahanan, 

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Badan Informasi 

Geospasial. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah diantaranya 

Pemerintah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa 

Tenggara Timur dan Papua. Pada kegiatan penyusunan modul 

pemberdayaan masyarakat  ini terdapat dua tahapan yang dilakukan oleh 

project leader, yaitu: 

1) Rapat Koordinasi penyusunan modul kegiatan Pemberdayaan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara 

Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar 

Batas Negara dengan mitra K/L 
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2) Rapat koordinasi penyusunan modul kegiatan Pemberdayaan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara 

Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar 

Batas Negara dengan stakeholder 

b. Bukti/Evidence 

 

Gambar 27. Undangan Rapat dengan Mitra K/L 
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Gambar 28. Daftar Hadir Rapat 

 

Gambar 29. Dokumentasi 
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Gambar 30. Notulensi 
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Gambar 31. Undangan Rapat dengan Stakeholder 

 

Gambar 32. Daftar Hadir Rapat 
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Gambar 33. Dokumentasi 

 

Gambar 34. Notulensi 

    

Gambar 35. Modul 
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4. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan 

Negara sebagai Pilot project 

a. Uraian dan Output Kegiatan 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan 

negara sebagai pilot project dilakukan pada tanggal 7 sampai dengan 25 

November 2022. Pada kegiatan penyusunan modul ini project leader 

melaksanakan kegiatan pilot project berupa Pada kegiatan penyusunan 

modul pemberdayaan masyarakat  ini terdapat dua tahapan yang dilakukan 

oleh project leader, yaitu: 

1) Rapat Internal Persiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai pilot project 

2) Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait persiapan 

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan 

perbatasan negara sebagai pilot project 

3) Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan 

perbatasan negara sebagai pilot project 

b. Bukti/Evidence 

 

Gambar 36. Undangan Rapat Internal 
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Gambar 37. Daftar Hadir Rapat 

 

Gambar 38. Dokumentasi 
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Gambar 39. Notulensi 

 

Gambar 40. Dokumentasi Tim Aju 
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Gambar 41. Notulensi Tim Aju 

 

Gambar 42. Surat Pemberitahuan dan Pemanggilan Peserta 



55 
 

 

Gambar 43. Nota Dinas 

B. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING 

Suksesnya strategi marketing sector publik dari implementasi proyek 

perubahan strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan 

Negara Dalam Menjaga Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas 

Negara dilakukan dengan mempergunakan metode 4P1C sebagai berikut: 
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1. Product 

Produk yang dihasilkan dari implementasi Proyek Perubahan ini adalah 

keterlibatan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga 

Pertahanan Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara 

2. Price 

Dalam rangka implementasi strategi percepatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Dalam Menjaga Pertahanan 

Keamanan Melalui Penjagaan Pilar Batas Negara perlu didukung oleh 

kolaborasi perencanaan anggaran antara K/L dan Pemerintah Daerah 

3. Promotion 

Dalam rangka implementasi strategi promosi, kegiatan promosi dilakukan 

dengan melakukan campaign dalam semua media yang dimiliki oleh BNPP 

seperti grup wa, facebook, Instagram dll secara masiv dan berkelanjutan 

4. Place 

Implementasi Proyek Perubahan dilaksanakan di lingkungan Asisten 

Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan. Pelaksanaan pilot project kegiatan dilaksanakan di Kabupaten 

Sambas, Provinsi Kalimantan Barat 

5. Customer 

Implementasi proyek perubahan dengan target masyarakat desa terdepan 

perbatasan negara yang terdiri dari elemen Masyarakat diantaranya Aparatur 

Pemerintah Desa, Pamtas, Linmas, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh 

Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Cendikiawan. 

Pelaksanaan proyek perubahan dengan menggunakan strategi marketing 

sesuai dengan jadwal yang disusun, seluruh tahapan kegiatan milestone dapat 

terlaksana dengan baik. 

C. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR 

Dalam proses implementasi proyek perubahan, telah terjadi proses 

pembelajaran baik oleh project leader, tim efektif, mitra K/L dan Pemerintah 

Daerah. Dalam implementasi Proyek Perubahan memberikan kesempatan 

pengembangan diri untuk masih-masing elemen yang terlibat diantaranya : 

1. Mampu dalam mengembangkan jaringan kerja (networking). Dalam 

implementasi Proyek perubahan tim mampu mengembangkan jalinan kerja 

dengan berbagai individu atau kelompok dan menjadi salah satu kunci dalam 
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mencapai tujuan. Tim mengembangkan keahlian dalam menjalin hubungan 

kerja, sehingga berhasil dan mampu mempertahankan diri demi kelangsungan 

hidup. 

2. Mampu bekerjasama (teamwork) dengan berbagai pihak dalam 

mengembangkan keunggulan spesifiknya. Dalam implementasi Proyek 

perubahan tim dituntut mempunyai keunggulan spesifik dan memiliki 

kemampuan mengembangkan keunggulan spesifiknya dengan membangun 

suatu teamwork. Tim tidak dapat lagi memisahkan diri dan bersikap 

individualistik, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain sudah menjadi 

keharusan dalam rangka menciptakan produk-produk yang unggul sebagai 

output dari Proyek Perubahan. 

3. Mengutamakan kualitas yang tinggi. Dalam implementasi Proyek perubahan 

tim terus menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam 

menghasilkan produk. Sehingga produk yang dihasilkan dapat ditingkatkan 

kualitasnya secara terus-menerus dan berkelanjutan. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. LESSON LEARNT 

Berdasarkan implementasi kegiatan Proyek Perubahan dan seluruh 

kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional, pembelajaran yang didapatkan 

oleh Project Leader dalam kepemimpinan strategis adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan Komitmen Bersama antara Mentor, Project Leader dan Tim 

Efektif untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Proyek Perubahan. 

2. Sinergitas antara pemerintah Pusat, Mitra K/L dan Pemerintah Daerah. 

3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam melaksanakan Proyek 

Perubahan. 

B. KESIMPULAN 

1. Kegiatan proyek perubahan ini bertujuan untuk meningkatkanya keamanan 

dan terpeliharanya tanda batas wilayah negara pada desa perbatasan 

negara serta pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa terdepan 

perbatasan negara dalam memelihara tanda batas wilayah negara. 

2. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan 

Perbatasan Negara sebagai Pilot Project merupakan output proyek 

perubahan jangka pendek dengan output jangka panjangnya yakni 

pemberdayagunaan masyarakat menjaga Perbatasan (Mentas) sebagai 

bagian dari sistem pertahanan semesta. 

 

C. SARAN 

1. Perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan 

seluruh masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam menjaga 

perbatasan. 

2. Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan terkait 

Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara 

perlu diprioritaskan sebagai dasar pemerintah daerah mengadakan kegiatan 

ini secara mandiri. 
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